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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 
TENTANG 

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI                             
UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 
2005 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani 
dan/atau Petani; 

b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di 
Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pupuk 
Sriwidjaja (Persero) Nomor SK-155/MBU/2012 
tanggal 30 Maret 2012, nama PT. Pupuk Sriwidjaja 
(Persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia 
(Persero) sehingga perlu menyesuaikan nama PT. 
Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/ 
PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran 
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi 
PT. Pupuk Indonesia (Persero); 
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c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi 
Kemanfaatan Umum atau Public Service Obligation 
(PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia 
(Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian; 

d. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan 
efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi perlu 
menyempurnakan ketentuan pengadaan dan 
penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-
DAG/ PER/6/2011 tentang Pengadaan dan 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 
d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan 
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1933); 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2469); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang 
Pergudangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2759); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang 
Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3478); 

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4297); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang 
Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang 
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik 
Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 
tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4020);   

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang 
Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang 
Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran 
Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4556); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;  

15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun  2011; 

17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 
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18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang 
Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan 
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
406/MPP/Kep/6/2004; 

19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/ 
OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas 
Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;  

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/ 
PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Pengawasan Barang dan/atau Jasa; 

21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/ 
PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang 
Impor; 

22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/ 
PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perdagangan;  

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK 
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 
1 Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan 

dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk 
kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian 
meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis 
Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. 

2 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya 
tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan 
ternak dan budidaya ikan dan/atau udang. 

3 Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian 
Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya 
tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah 
dan/atau lembaga lainnya. 
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